BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia memang
pada dasar tidak memiliki landasan hukum serta aturan yang jelas.
Pengaturan mengenai surat kuasa membebankan jaminan fidusia tidak
diatur secara khusus dalam UUJF, dan berkembang didalam praktek.
Namun pemberian surat kuasa membebankan jaminan fidusia berpijak
pada landasan hukum buku ketiga KUHPerdata yang menganut asas
kebebasan berkontrak dalam artian pemberian kuasa bebas dari segala
bentuk cara (formalitas) tertentu.

2. Perlindungan hukum untuk para pihak akibat penggunaan surat kuasa
pembebanan jaminan fidusia menjadi tidak jelas. Sebagaimana telah
dikemukakan bahwa penggunaan surat kuasa membebankan jaminan
fidusia dalam praktek dapat menimbulkan resiko serta tidak memberikan
kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila
pemberian kuasa membebankan jaminan fidusia tidak diikuti dengan
pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia.

B. Saran

1. Surat kuasa membebankan jaminan fidusia yang tumbuh dan berkembang

dalam praktek pemberian kredit pembiayaan oleh lembaga finance yang
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tidak memiliki kedudukan hukum sudah seharusnya diatur secara khusus
dalam UU Jaminan Fidusia, sebagaimana surat kuasa membebankan hak
tanggungan yang diatur ssecara khusus dalam UU Hak Tanggungan.

. Sebagaimana telah diuraikan bahwa tidak jelasnya perlindungan hukum
bagi para pihak yang menggunakan surat kuasa pembebanan jaminan
fidusia serta dapat menimbulkan resiko, baik bagi kreditor maupun bagi
negara, maka sudah seharusnya untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan ada baiknya apabila kuasa tersebut diikuti dengan Pembebanan
serta pendaftaraan jaminan fidusia. Karena tidak adanya jangka waktu
berakhirnya surat kuasa, sehingga tujuan pemberian kuasa tersebut sering
tidak dilaksanakan, sudah saatnya penggunaan dan pemanfatan surat kuasa
pembebanan jaminan fidusia diatur secara khusus terutama mengenai
jangka waktu berlakunya surat kuasa tersebut sebagaimana UU Hak
Tanggungan  mengatur jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan.
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